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ANDI ULIL ULHAQ (B121 12 152), dengan Judul “Upaya Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto Untuk Menghindari Opini Disclaimer 
Oleh Badan Pemeriksa Keuangan”. Dibawah bimbingan dan arahan 
Marthen Arie selaku Pembimbing I dan Romi Librayanto selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk memahami tingkat kewajaran laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto kemudian untuk 
mengetahui upaya-upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto untuk 
menghindari opini disclaimer yang diberikan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode 
penelitian secara normatif yang mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang berhubungan dengan 
substansi penelitian, kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan 
dalam penelitian ini. 
Bahan hukum yang telah terkumpul akan di kumpulkan dengan baik 
secara primer dan sekunder dan tersusun secara sistematis kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan 
dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan 
menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam 
bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kewajaran laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak dapat diyakini 
kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga diberikan opini 
disclaimer. Kemudian, untuk menghindari opini disclaimer oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan, Pemda Kab. Jeneponto telah melakukan upaya-
upaya untuk menghindari opini disclaimer seperti pembentukan Tim 
Verifikasi dan Evaluasi Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto, penandatanganan pakta integritas oleh semua Kepala SKPD 
selaku penggunan anggaran untuk bersedia untuk memperbaiki 
pengelolaan keuangan dalam lingkup SKPD di Jeneponto, peningkatan 
system pengawasan dan pengendalian internal oleh Inspektorat Daerah 
Kabupaten Jeneponto, penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah 
melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR), dan 
peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pengelola 
keuangan daerah melalui pelatihan dan diklat. 





ANDI ULIL ULHAQ (B12112152), “The Efforts of Government of District of 
Jeneponto in order to Avoid The Disclaimer Opinion by Indonesian 
Supreme Audit Institution“. Supervised by Marthen Arie as the first 
supervisor and Romi Librayanto as second supervisor. 
This research is aimed to understand the level of fairness of The 
District of Jeneponto Financial Report and to understand the efforts of The 
Government of Jeneponto in order to avoid the disclaimer opinion by The 
Indonesian Supreme Audit Institution. 
This research was conducted in The Government of Jeneponto 
Offices. In order to achieve the aims of this reseacrh, the writer used the 
normative method that refer to the relevant regulations and any other 
sources of law which are related to the substance of the research. 
Subsequently being connected with the main issues of this research. 
The sources of law were being collected primarily and secondarly, 
also composed systematically and being analysed using qualitative 
method, which describe and apprehend the fact and the topic by 
interpreting the collected data into detail and systematic sentences. 
The results of the research shows that the level of fairness of The 
District of Jeneponto Financial Report could not be trusted by the 
Indonesia Supreme Audit Institution, therefore it gets a disclaimer opinion. 
Moreover, in order to avoid the disclaimer opion by the Indonesia 
Supreme Audit Istitution, the Government of Jeneponto has did some 
efforts like establishment of the Verification Team and Mandatory 
Evaluation of The Goverment of District of Jeneponto, signature of 
integrity pact by all the head of SKPD as the budget user to willingly 
improve the financial management in the scope of SKPD, improvement of 
surveillance system and intenal control by the inspectorate of District of 
Jeneponto, settlement of claims for district compensation through the 
Advisory Council of Claim for Compensation (MPTGR) and capacity 
improvement of human resources of the apparatus of the district financial 
management through workshop and training. 
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A. Latar Belakang 
Sejak proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ada 
empat tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-empat yaitu 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan 
bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian  tujuan 
negara selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk 
pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang 
dilakukan oleh penyelenggara negara. Tanpa keuangan negara, berarti 
tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita 
hukum belaka.1 
Hal tersebut semakin ditegaskan dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan 
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, keuangan negara dalam 
suatu penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral, sebab 
                                                          
 1 Muhammad Djafar Saidi, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Rajawali Pers., Hlm. 
3 
2 
merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara serta sangat 
menentukan keberlangsungan perekonomian baik dalam waktu sekarang 
ini maupun di masa akan datang dalam mewujudkan kesejahteraan 
rakyat.2 Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara 
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang 
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.3 
Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang terjadi 
pada tahun 1998, pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan yang 
baik melalui keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara dan 
akuntabilitas diwujudkan dengan diterbitkannya berbagai peraturan 
perundang-undangan mengenai keuangan negara. Adapun peraturan 
perundang-undangan yang dimaksud diantaranya adalah: 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan 
Pemeriksa Keuangan; dan 
                                                          
 2G.T. Suroso, 2008,Artikel: Anggaran dan Perbendaharaan (Asas-Asas Good Governance 
dalam Pengelolaan Keuangan Negara, (diakses pada Tanggal 12 November 2015 Pukul 19.15 
WITA) 
 3Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
3 
5. Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang 
ditetapkan setiap tahun, kecuali ditolak Dewan Perwakilan 
Rakyat maka Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara yang lalu tetap digunakan. 
Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum operasional keuangan 
negara yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan negara agar dapat 
tercapai tujuan negara.4 
Diberlakukannya otonomi daerah dan adanya reformasi keuangan 
pada sektor pemerintah, maka terjadi perubahan pada iklim 
pemerintahan.Pemerintah Daerah diberikan  hak, wewenang dan 
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.5 Selain itu, 
Pemerintah Daerah juga diserahikekuasaanmelakukan pengelolaan 
keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan 
keuangan daerah.  
Salah satu pengelolaan keuangan daerah adalah 
pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam laporan 
keuangan Pemerintah Daerah yang disajikan secara 
akuntabel.Akuntabilitas dan transparansi menjadi hal yang dijunjung tinggi 
dalam penyelengaraan pemerintahan. Pemerintah provinsi, kabupaten, 
dan kota juga diwajibkan menerbitkan laporan keuangan sebagai 
                                                          
 4 Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit., Hlm 6 
 5Juanda Nawawi, 2012,Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik,Makassar, Penerbit  
Menara Intan., Hlm 34 
4 
pertanggungjawaban aktivitasnya.Laporan keuangan merupakan hasil 
akhir dari akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan 
yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan untuk 
pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Untuk 
meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan tesebut, 
maka perlu dilaksanakan proses audit yang dilakukan oleh auditor 
eksternal yang bersifat independen. Dalam hal ini yang bertindak sebagai 
auditor independen dalam sistem pemerintahan kita adalah Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini bertujuan untuk bertujuan 
menciptakan pemerintahan yang bersih.6 
Kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan akuntansi dan 
pelaporan keuangan dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas 
dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan yang akuntabel 
dan transparan, berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada Pemerintah 
Daerahwajib menyampaikan laporan keuangan yang mencakup : (a) 
Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca Keuangan Daerah; (c) Laporan 
Arus Kas; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan 
tersebut harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 
Sebelum dilaporkan ke masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan 
harus diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
                                                          
 6PramonoHariadi, Yanuar E. Restianto, dkk, 2010,Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Jakarta, Salemba Empat., Hlm 165 
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Lebih lanjut, untuk mewujudkan laporan keuanganPemerintah 
Daerah yang transparan dan wajar maka pemerintah mengeluarkan 
produk hukum berupa ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan 
pengelolaan keuangan daerah seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan,Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahdan 
ketentuan-ketentuan lainnya. Sehingga pengelolaan keuangan daerah 
khususnya pertanggung jawaban keuangan daerah yang diwujudkan 
dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat mewujudkan prinsip 
akuntabilitas dan nilai kewajaran yang baik berdasarkan pemeriksaan 
Badan Pemeriksa Keuangan. 
Tindak lanjut dari hasil pemeriksaan audit BPK terhadap penyajian 
laporan keuangan adalah berupa opini. Berkenaan dengan opini yang 
dikeluarkan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
terdapat empat macam opini sebagaimana yang telah diatur dalam 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
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dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu: (a) opini wajar tanpa 
pengecualian (unqulified opinion); (b) opini wajar dengan pengecualian 
(qualified opinion); (c) tidak wajar (adverse opinion); (d) Tidak memberikan 
pendapat (disclaimer opinion) 
Perumusan opini atas laporan keuangan pemerintah merupakan 
tahapan yang krusial dalam sebuah penugasan audit keuangan. 
Disamping menjadi ukuran atas kualitas laporan keuangan pemerintah, 
opini yang dikeluarkan auditor juga mencerminkan kualitas dari auditor itu 
sendiri. 
Proses pemberian opini terhadap laporan keuanganjuga 
memerhatikan beberapa faktor yang menjadi dasar perumusan opini 
berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara yaitu tingkat kewajaran laporan yang disajikan yang meliputi,  
standar akuntansi pemerintah,kecukupan pengungkapan, kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan,dan efektivitas pengendalian 
intern. Pertimbangan auditor atas faktor-faktor tersebut saat mengaudit 
akan memengaruhi opini audit yang dihasilkan. Semakin laporan 
keuangan mengikuti indikatorr tersebut maka semakin auditor memberikan 
apresiasi dalam bentuk opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Akan 
tetapi, jika laporan keuangan tidak mengikuti indikator tersebut maka 
memungkinkan pemberian opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak 
wajar, atau bahkan auditor tidak memberikan pendapat (disclaimer). 
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Dengan adanya berbagai macam pengaturan ini, diharapkan penyajian 
laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah semakin transparan dan tidak 
terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugiannegara 
maupun daerah. 
Kenyataannya, masih banyak daerah yang laporan keuangannya 
masih dinilai kurang baik oleh BPK khususnya di Propinsi Sulawesi 
Selatan karena tingkat kewajaran penyajian laporan keuangannya masih 
rendah. Salah satunya adalah penyajian laporan keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto. Dari hasil laporan pemeriksaan keuangan 
tahun 2014 BPK memberikan opini disclaimerterhadap laporan keuangan 
oleh Pemerintah Daerah Jeneponto. Bahkandalam empat tahun terakhir 
BPK  memberikan opini disclaimer terhadap laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Jeneponto7. Pemerintah Daerah Jeneponto dinilai 
belum melaksanakan tata kelola penyajian laporan keuangan sesuai 
standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. 
Masih terdapat sejumlah permasalahan utama yang signifikan dan 
berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. 
Tingkat akuntabilitas penyajian laporan keuangan Pemda Jeneponto 
masih sangat rendah. Pemberian opini disclaimer menimbulkan beberapa 
kerugian salah satunya adalah Pemerintah Daerah yang tidak 
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian maka tidak mendapat Dana 
Insentif Daerah (DID) berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri 
                                                          
 7BPK, Keempat kalinya Jeneponto Meraih Opini Disclaimer, 
http://makassar.bpk.go.id/?p=9600(diakses pada Tanggal 13 Oktober 2015 Pukul 14.00 WITA) 
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Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan 
Alokasi Dana Insentif Daerah  Tahun Anggaran 2014. Sehingga dengan 
diberikannya opini disclaimer oleh BPK kepada Pemerintah Daerah 
(Pemda)Kabupaten Jeneponto.Maka Pemda Kab. Jeneponto tidak 
mendapatkan dana insentif daerah yang apabila diperoleh dan dikelolah 
dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Mencermati permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam 
latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 
kajian dan penelitian dengan judul“Upaya Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jeneponto Untuk Menghindari Opini Disclaimer Oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 
yang akan diteliti adalah: 
1. Bagaimana tingkat kewajaran Laporan KeuanganPemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto? 
2. Apa upayPemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto untuk 
menghindari opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut di 
atas adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui tingkat kewajaran penyajian Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. 
2. Untuk mengetahui dan memahami upayaPemerintah Daerah 
untuk menghindari opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis  
Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan berguna 
sebagai bahan penunjang dalam rangka pengkajian dan 
pengembangan ilmu Hukum pada umumnya, dan khususnya 
hukum administrasi negara. Dan sebagai bahan perbandingan 
bagi penelitian lainnya serta memberikan sumbangsih bagi 
pengembangan hukum administrasi negara. 
 
2. Secara praktis  
Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah  dalam menyajikan 






A. Keuangan Daerah 
1. Pengertian Keuangan Daerah 
Pengertian keuangan daerah dalamPasal 1 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Keuangan Daerah adalah 
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 
kewajiban daerah tersebut. 
Lebih lanjut,Menurut Mamesah8, keuangan daerah adalah semua 
hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala 
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan 
daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang 
lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan. 
Dari pengertian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan 
daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk 
mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, 
retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai 
dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban 
                                                          
 8Mamesah, 1995, Sistem Administrasi Keuangan Daerah, Jakarta, PT Gramedia Pustaka 
Utama., Hlm 45 
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adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka 
melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. 
 
2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah 
Ruang lingkup keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi: 
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 
serta melakukan pinjaman; 
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. penerimaan daerah; 
d. pengeluaran daerah; 
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang 
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan 
pada perusahaan daerah; dan 
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam 






3. Pengelolaan Keuangan Daerah 
 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.Pengelolaan 
keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Meneteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas umum dan 
struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, 
penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki 
DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, 
penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan 
pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 
 
B. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Oleh Kepala Daerah 
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan 
pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat 
pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa 
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemegang 
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kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala darah sebagai 
wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Yang mana kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 
pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah. 
Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Presiden 
dalam melaksanakan pengelolaan  keuangan negara tersebut dikuasakan 
kepada: 
a. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah 
dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; 
b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang Kementerian/Lembaga yang 
dipimpinnya; 
c. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan daerah 
selaku pengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah 
Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Lebih lanjut, Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah 
adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili 
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
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dipisahkan.9 Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan 
Daerah, Kepala Daerah memiliki kewenangan sebagaimana datur dalam 
Pasal 5 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; 
c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; 
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara 
pengeluaran; 
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan daerah; 
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
utang dan piutang daerah; 
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 
barang milik daerah; dan 
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 
tagihan dan memerintahkan pembayaran. 
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya 
kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah 
kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat 
                                                          
 9Lihat Pasal 5 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006  
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Pengelolah Keuangan Daerah, dankepala SKPD selaku pejabat pengguna 
anggaran/pengguna barang. 
Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala 
daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. 
Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di 
bidang: 
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang 
daerah; 
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan 
APBD; 
d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 
e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat 
pengawas keuangan daerah; dan 
f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
Selain mempunyai tugas koordinasi sesekretaris daerah mempunyai 
tugas: 
a. memimpin TAPD; 
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b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; 
c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; 
d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
dan 
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan 
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
kepala daerah. 
Sementara Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana mempunyai 
tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 
daerah; 
b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 
c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
d. melaksanakan fungsi BUD; 
e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 
f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 





C. Pemeriksaan Keuangan Negara dan Daerah Oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). 
Secara konstitusional, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara dan daerah dilakukan oleh suatu lembaga negara 
yang bernama “Badan Pemeriksa Keuangan”. Pengaturan mengenai 
Badan Pemeriksa Keuangan terdapat pada Pasal 23E ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa untuk memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu 
Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 
 Sebagai lembaga negara yang melakukan pemeriksaan tanggung 
jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas yang 
dapat dirinci kedalam10: 
a. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, 
Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum,  Badan Usaha 
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 
keuangan negara; 
b. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan Undang-
Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara; 
                                                          
 10Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK 
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c. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan 
kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; 
d. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik 
berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan 
tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan; 
e. Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas 
temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan 
standar pemeriksaan keuangan negara. 
Untuk menopang atau menunjang tugas tersebut, Badan 
Pemeriksa Keuangan memiliki wewenang dalam rangka mewujudkan 
pelaksanaan kedaulatan rakyat dibidang pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara.11 Adapun wewenang Badan Pemeriksa Keuangan 
adalah sebagai berikut12: 
a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan 
pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta 
menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; 
b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh 
setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik 
negara, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain 
yang mengelola keuangan negara; 
                                                          
 11Muhammad Djafar Saidi, Op. Cit.,Hlm.85 
 12Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK 
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c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang 
milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata 
usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-
perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, 
pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan negara; 
d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib 
disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; 
e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah 
konsultasi dengan pemerintah pusat,  Pemerintah Daerah yang 
wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara; 
f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung 
jawab keuangan negara; 
g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksaan diluar 
badan pemeriksa keuangan yang bekerja untuk dan atas nama 
Badan Pemeriksa Keuangan; 
h. Membina jabatan fungsional pemeriksa; 
i. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; 
j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sebelum ditetapkan oleh 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 
20 
D. Pemeriksaan Keuangan Daerah 
1. Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan 
keuangan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah. Pemeriksaan 
keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan 
opini tentangtingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan pemerintah. Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 
Paragraf 14 menyatakan Pemeriksaan keuangan tersebut bertujuan untuk 
memberikan keyakinan yangmemadai (reasonable assurance) apakah 
laporan keuangan telah disajikan secarawajar, dalam semua hal yang 
material sesuai dengan prinsip akuntansi yangberlaku umum di Indonesia 
atau basis akuntansi komprehensif selain prinsipakuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan yang meliputi: 
 
a. Laporan Realisasi Anggaran 
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan 
informasi realisasipendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah 
daerah dalam suatu periode tertentu.13Laporan realisasi anggaran 
menyajikan informasirealisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit 
dan pembiayaan,yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satuperiode.Didalam laporan realisasianggaran harus 
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diidentifikasikansecara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, 
jika dianggap perlu, informasi berikut: 
a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 
b. cakupan entitas pelaporan; 
c. periode yang dicakup; 
d. mata uang pelaporan; dan 
e. satuan angka yang digunakan. 
Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupasehingga 
menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer,surplus/defisit, 
dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.Laporan 
Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, 
belanja,transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. 
Laporanrealisasi anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas 
laporankeuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan 
anggaranseperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya 
perbedaan yangmaterial antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-
daftar yang merincilebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk 
dijelaskan.  
Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali 
dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporansuatu entitas 
berubah dan laporan realisasi anggaran tahunandisajikan dengan suatu 
periode yang lebih panjang atau pendek darisatu tahun, entitas 
mengungkapkan informasi sebagai berikut: 
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a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; 
b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan 
RealisasiAnggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat 
diperbandingkan. 
 
b. Neraca Keuangan 
Neraca adalah Laporan yang menyajikan informasi tentang posisi 
keuangan pemerintahdaerah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada 
suatu tanggal tertentu.14Sementara Menurut Samryn,neraca merupakan 
laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan 
sebuah organisasi pada satu saat tertentu.15 
Pada dasarnya kegunaan neraca adalah untuk meramalkan 
kesehatan keuangan, neraca dapat digunakan untuk menganalisis 
likuiditas, solvensi, fleksibilitas keuangan. Selain itu, neraca juga dapat 
meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastiaan arus kas di masa depan. 
 
c. Laporan Arus Kas 
Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas 
masuk dan keluarselama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal 
pelaporan.16 
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Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, 
pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan 
para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut 
terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga 
dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, 
investasi, pendanaan, dan transitoris. 
Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari 
beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari 
pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan 
diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran 
bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas 
operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam 
aktivitas investasi.17 
 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan salah satu dari 
komponen Laporan Keuangan di samping Laporan Arus Kas, Neraca, dan 
Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang 
tak terpisahkan dari laporankeuangan yang menyajikan informasi tentang 
penjelasan pos-pos laporan keuangandalam rangka pengungkapan yang 
memadai.18Oleh karena itu, jika Catatan atas laporan Keuangan ini dapat 
                                                          
 17http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-03/(diakses 
pada Tanggal 20 November 2015 Pukul 13.15 WITA) 
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memuat aspek-aspek yang memadai dan lengkap, bisa jadiakan menjadi 
suatu sumber informasi yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan 
bagi pengguna umum.19 
Mengingat sistem akuntansi pemerintah berkaitan dengan transaksi 
keuangan pemerintah, maka cakupan isi Catatan ini akan sangat 
berkaitan dengan seputar penganggaran dan realisasi anggaran. Pada 
intinya,isi catatan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang 
telah memengaruhi penyajian laporan realisasi anggaran, neraca, dan 
laporan arus kas yang apabila tidak dijelaskan akan dapat menyensatkan 
pembaca laporan keuangan pemerintah20. 
Beberapa hal pokok yang seyogyanya dimuat dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan secara memadai adalah mencakup tetapi tidak 
terbatas pada hal-hal berikut: 
a. Perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan 
dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh 
DPR/DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian 
target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap 
perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca 
laporan keuangan; 
b. Kinerja keuangan entitas pelaporan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran dan ikhtisar indikator dan pencapaian kinerja kegiatan 
                                                          
19 M. Yusuf, 2011, Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan 
Daerah Terbaik, Jakarta: Salemba Empat, Hal 56  
 20Adrian Sutendi, 2012,Hukum Keuangan Negara,Jakarta, Sinar Grafika.,Hlm 269 
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operasional yang berdimensi keuangan dalam suatu periode 
pelaporan; 
c. Dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. ; 
d. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu yang 
mendasari penyusunan laporan keuangan; 
e. Pertimbangan dan/atau pemilihan kebijakan akuntansi yang 
disesuaikan dengan kondisi entitas pelaporan yang dimaksudkan 
untuk menggambarkan realitas ekonomi entitas pelaporan secara 
tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan; 
f. Informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-
pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas 
laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-
komitmen lain; 
g. Informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan 
keuangan; 
h. Informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi 
pembaca laporan. 
Untuk memudahkan pembaca laporan, pengungkapan pada 
Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan secara naratif, dilengkapi 
dengan bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang 
mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan 
entitas pelaporan. Apapun caranya, catatan atas laporan keuangan harus 
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dapat membantu pembacanya untuk dapat mengetahui kondisi dan posisi 
keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. 
2. Pemeriksaan Atas Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah 
adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan 
atasaspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen 
oleh aparat pengawasan internpemerintah daerah. Didalam Peraturan 
BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan 
NegaraParagraf 16 menjelaskanpemeriksaan kinerja terdiri atas 
pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi. Pemeriksaan kinerja 
menghasilkan informasi yang berguna meningkatkan kinerja suatu 
program dan memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak yang 
bertanggung jawab untuk mengawasi dan melakukan tindakan koreksi 
serta meningkatkan pertanggung jawaban publik. Pemeriksaan kinerja 
menghasilkan temuan, simpulan dan rekomendasi.21 
Tujuan pemeriksaan yang menilai hasil dan efektivitas suatu 
program adalah mengukur sejauh manasuatu program mencapai 
tujuannya. Pertama, tujuan pemeriksaan yang menilai ekonomi dan 
efisiensi berkaitan dengan apakah suatu entitas telah menggunakan 
sumber dayanya dengan cara yang paling produktif didalam mencapai 
tujuan program. Kedua, tujuan pemeriksaan itu dapat saling berkaitan satu 
                                                          
 21Lihat Paragraf 16 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan 
Keuangan Negara 
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sama lain dan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam suatu 
pemeriksaan kinerja.  
 
3. Pemeriksaan Tujuan Tertentu 
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang 
dilakukan dengan tujuan khusus, diluarpemeriksaan keuangan dan 
pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini 
adalahpemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan 
dan pemeriksaan investigatif.22 
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan 
kesimpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan tersebut dapat 
bersifat eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati. Pemeriksaan itu 
meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain dibidang keuangan, 
pemeriksaan investigative, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian 
internal. 
Ketika pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu 
berdasarkan permintaan, Badan Pemeriksa Keuangan wajib memastikan 
melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan 
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E. Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah 
1. Tingkat Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 
Tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah 
merupakan suatu ukuran mengenai kewajaran informasi keuangan yang 
disajikan oleh Pemerintah terhadap auditor dalam pemeriksaan 
keuanganNegara. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Satu 
Paragraf 16 berbunyi: 
“Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, 
kinerja keuangan,dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar 
mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain, 
dan kondisi sesuai dengan defenisi dan kriteria pengakuan asset, liabiltas, 
pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan. Penerapan SAK, degan pengungkapan 
tambahanjika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan 
secara wajar”23 
 
Tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan diukur 
berdasarkan, standar akuntansi pemerintahan, materialitas, kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian 
intern. 
 
a. Standar Akuntansi Pemerintahan 
Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang 
akuntabilitas maka dalam pengelolaan keuangan negara harus 
diselenggrakan berdasarkan sistem akuntansi keuangan sesuai dengan 
                                                          
 23Lihat Paragraf 16 Lampiran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Satu Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amanat dari 
Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah 
disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat 
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip 
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan pemerintah. SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi 
Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan 
keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan 
pengembangan standar akuntansi pemerintah, termasuk mendukung 
pelaksanaan penerapan standar tersebut24. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan 
rangkaian dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. 
Kesamaan cara pandang antara penyaji, pemeriksa dan pengguna 
laporan keuangan akan menjadikan interpretasi yang sama dalam 
menerima informasi dari laporan keuangan. Struktur akuntansi 
                                                          
 24Andrian Sutendi.,Op.Cit.,Hlm. 271 
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mengambarkan pengertian pelaporan keuangan sebagai mekanisme 
tentang aksi, sehingga dihasilkan informasi keuangan yang diwujudkan 
dalam laporan keuangan termasuk fungsi auditor untuk menentukan 
kewajaran laporan keuangan.25 
 
b. Kecukupan Pengungkapan 
Salah satu standar pemeriksaan keuangan negara dalam 
Peraturan BPK No. 1 Tahun 2007 tentangStandar Pemeriksaan Keuangan 
Negara adalah memeriksa kecukupan pengungkapan atau bukti, dokumen 
yang diminta oleh pemeriksa sebagai objek pemeriksaan. Selain itu, 
terdapat pula istilah materialitas merupakan besarnya suatu penghapusan 
atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan 
situasinya, menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang 
mengandalkan pada informasi  tersebut akan berubah atau terpengaruh 
oleh penghapusan atau salah saji tersebut.26 
Standar pemeriksaan keuangan negara menyatakan bahwa 
pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikankeyakinan yang 
memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan 
telahdisajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai 
dengan prinsip akuntansiyang berlaku umum. Standar ini secara implisit 
menyatakan bahwa pemeriksaankeuangan adalah sebuah proses 
                                                          
 25 Ibid 
 26Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuanga,  
https://ml.scribd.com/doc/180067363/27046305-Petunjuk-Teknis-Penetapan-Batas-Materialitas-
Pemeriksaan-Keuangan-pdf (diakses pada Tanggal 13 November 2015 Pukul 21.15 WITA) 
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pengumpulan dan evaluasi bukti agar auditor dapatmenilai apakah 
laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji yangmaterial. 
Dari pernyataan tujuan di atas, nampak jelas bahwa yang menjadi 
inti daripemeriksaan keuangan adalah soal penilaian mengenai ada 
tidaknya salah saji(misstatement) dalam pelaporan keuangan. Berbekal 
pengertian ini, banyak auditorkeuangan kemudian secara terang-terangan 
berusaha mengumpulkan kesalahanperhitungan dan pencatatan 
akuntansi, yang merupakan bentuk salah saji, dan temuan-temuanlain 
yang terkait salah saji dalam laporan keuangan yang tengah mereka 
audit.Salah satu tujuan auditor melakukan hal ini adalah mencari koreksi 
akuntansisebanyak-banyaknya, di samping mengumpulkan bahan yang 
akan dijadikan dasaropini.27 
 
c. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan 
Laporanhasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus 
mengungkapkanbahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas 
kepatuhan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berpengaruhlangsung dan material terhadap penyajian laporan 
keuangan.Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan, dimuat 
dalamlaporan atas kepatuhan.Apabila pemeriksa tidak menemukan 
ketidakpatuhan dalam pengujiankepatuhan terhadap ketentuan peraturan 
                                                          
 27Eko Julianto, 2008,  Makalah:”Dasar Pertimbangan dan Proses Perumusan Opini dalam 
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah”, BPKP Sulawesi Tenggara 
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perundang-undangan, pemeriksatidak menerbitkan laporan atas 
kepatuhan.Apabila pemeriksa menerbitkan laporan atas kepatuhan 
terhadapketentuan peraturan perundang-undangan, laporan hasil 
pemeriksaan ataslaporan keuangan harus memuat suatu paragraf yang 
merujuk kepadalaporan tersebut.Laporan atas kepatuhan 
mengungkapkan: 
a. ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan termasuk pengungkapan atas penyimpangan 
administrasi, pelanggaran atas perikatan perdata, maupun 
penyimpanganyang mengandung unsur tindak pidana; dan 
b. ketidakpatutan yang signifikan. 
Standar Pemeriksaan mengharuskan pemeriksa untuk melaporkan 
kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku di BPK. Dalam hal pemeriksa menyimpulkan bahwa 
ketidakpatuhan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan telah terjadi atau kemungkinan telah terjadi, maka BPK harus 
menanyakan kepada pihak yang berwenang tersebut dan atau kepada 
penasehat hukum apakah laporan mengenai adanya informasi tertentu 
tentang penyimpangan dari ketentuanperaturan perundang-undangan 
tersebut. 
 
d. Efektivitas Pengendalian Intern 
33 
Keuangan Negara yang dikelola wajib dilakukan pengendalian agar 
penggunaannya dapat terarah dalam jangka waktu yang ditentukan. 
Pengendalian itu merupakan tanggung jawab pemrintahsehingga tidak 
terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Negara yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.28 Pengendalian 
yang dilakukan oleh pemerintah disebut pengendalian intern. 
Substansi pengendalian intern pemerintah meliputi peningkatan 
kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara 
serta pelaksanaannya berada dalam kewenangan Presiden. 
Pelaksanaannya ditujukan kepada pengaturan dan pengendalian system 
intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sistem 
pengendalian intern dinyatakan efektif apabila mampu memberikan 
keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian 
tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, 
dan kepatuhan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku29. 
Adapun tujuan pengendalian intern pemerintah adalah sebagai 
berikut: 
a. Instansi pemerintah mengelola keuangan Negara secara efisien 
dan efektif; 
b. Melaporkan keuangan negara secara andal; 
c. Mengamankan asset negara; dan 
                                                          
 28Muhammad Djafar Saidi. Op.Cit.,Hlm. 71 
 29Ikhtisar Laporan Keuangan BPK 2014, http://www.sikad.bpk.go.id (diakses pada Tanggal 
14 November 2105 Pukul 21.55 WITA) 
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d. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 
 
2. Opini Audit 
a. Pengertian Opini Audit 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa 
opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa 
mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) Kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas 
pengendalian internal. 
 
b. Jenis-Jenis Opini Audit 
Audit Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh 
pemeriksa atas nama Badan Pemeriksa Keuangan setelah melakukan 
pemeriksaanyakni : 
 
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqulified opinion) 
Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan 
bahwa laporankeuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 
material sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai 
dengan Standar ProfesionalAkuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan 
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dalam SPKN30.Pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan 
sesuai dengan standar audit, auditor tidak menemukan kesalahan material 
secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan 
dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan 
apabila terdapat keadaan berikut: 
a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan 
auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga 
dapat dipastikan kerja lapangan telah ditaati; 
b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya; 
c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan 
pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian 
pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki 
dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan; 
d. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material 
uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang 
tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara 
memuaskan.  
 
2. Opini Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion) 
Opini Wajar dengan Pengecualian (qualified opinion) adalah opini 
yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa 
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menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak 
hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.Dari pengecualian 
tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila:31 
a. Bukti kurang cukup; 
b. Adanya pembatasan ruang lingkup; 
c. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum tetapi tidak memengaruhi laporan keuangan secara 
keseluruhan serta auditor yakin bahwa laporan. 
 
3. Opini Tidak Wajar (adversed opinion) 
Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas 
yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil 
usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum di Indonesia.32 
 
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (disclaimer of opinion) 
Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) 
adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang 
dibatasi atau ada gangguan terhadap independensi pemeriksa 
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berdasarkan Pernyataan Standar Pemeriksaan Satu Peraturan BPK 
Nomor 1 Tahun 2007.  Selain itu, terdapat materialitas atau salah saji 
yang ditemukan oleh auditor, sehingga auditor tidak melaksanakan 
pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Pemberian opini 
tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan terutama diberikan 
apabila terjadipembatasan ruang lingkup sehingga auditor tidak dapat 
memberikan pendapat karenaauditor tidak dapat meyakini kewajaran 





















   
A. Metode Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka 
metode penelitain yang penulis  gunakan adalah metode penelitian hukum 
normatif. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jeneponto dikarenakan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto telah diberi opini disclaimer oleh BPK 
Tahun 2014. Lebih Khusus penelitian telah dilakukan pada Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 
Jeneponto, Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto, dan Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kab. Jenepontodikarenakan instansi tersebut yang 








C. Bahan Hukum 
Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan 
perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur 
mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis. 
b) Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang 
menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan 
pendapat atau pikiran para pakar yang mempelajari suatu bidang 
tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana 
penelitian akan mengarah seperti laporan hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kab. Jeneponto, resume sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan 
Ganti Kerugian, Surat Keputusan Tim Verifikasi Kewajiban Daerah 
Kabupaten Jeneponto. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Teknik Wawancara (interview), yaitu penulis telah melakukan 
wawancara dengn pihak-pihak yang terkait ataupun yang 
kompeten dalam masalah penyajian laporan keuangan, seperti 
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Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kab. Jeneponto, Inspektur Inspektorat Daerah 
Kabupaten Jneeponto, Kepala Bagian Hukum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Jeneponto. 
2. Teknik Kepustakaan, Penulis melakukan penelaahan normatif 
dari beberapa peraturan perundang-undangan dan penelahaan 
beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas. 
 
E. Analisis Data 
Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan 
dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan 
secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami 



















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 
Jeneponto 
Tingkat kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah merupakan suatu ukuran mengenai kewajaran informasi 
keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Daerah terhadap auditor Badan 
Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan keuangan.  Untuk mengetahui 
tingkat kewajaran suatu penyajian laporan keuangan maka berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan keuangan 
tersebut diuji berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan 
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 
efektivitas pengendalian internal. 
 
1. Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan 
Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan. 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dituangkan 
dalam buku I laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 
32A/LHP/XIX.MKS/06/2015 dan Buku II laporan hasil pemeriksaan atas 
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sistem pengendalian internal pemerintah Nomor 
32B/LHP/XIX.MKS/06/2015, serta buku III laporan hasil pemeriksaan atas 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 
32C/LHP/XIX.MKS/06/2015 memuat beberapa temuan yaitu: 
 
a. Penatausahaan Utang Tidak Tertib dan Tidak Menyajikan Keseluruhan 
Kewajibanyang Masih Harus Dibayarkan Pemkab Jeneponto. 
Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2014 disajikan 
sebesarRp. 28.624.667.062,57 atau mengalami kenaikan sebesar 
Rp.18.725.113.252,57 dari saldotahun sebelumnya sebesar 
Rp.9.899.553.810,00. Dari nilai kenaikan tersebut, diantaranyasebesar 
Rp.15.300.380.624,57 merupakan utang atas kegiatan yang telah 
selesaipekerjaannya namun belum dibayarkan pada tahun sebelumnya. 
Mutasi lainnya adalahpelunasan atas utang kepada pihak ketiga sebesar 
Rp.8.566.405.190,00 dan penambahanutang kepada pihak ketiga atas 
pekerjaan tahun 2014 yang pembayarannya belumdiselesaikan sebesar 
Rp.12.344.422.502,0033. 
Secara keseluruhan utang kepada pihak ketiga dicatat pada 19 
Satuan Perangkat Kerja Daerah total sebesarRp.28.624.667.062,57 
dengan rincian sebagai berikut. 
Tabel 1 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga SKPD 
No SKPD 
Saldo 31 Des 2014 
(Rp) 
1 RSUD Lanto Dg Pasewang 10.520.307.850,00 
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2 Sekretariat Daerah 291.717.886,25 
3 Sekretariat DPRD 795.517.200,00 
4 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3.000.000,00 
5 Dinas Kelautan dan Perikanan 130.480.214,00 
6 Dinas Kependudukan dan Capil 50.048.000,00 
7 Dinas Kesehatan 1.671.734.170,00 
8 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4.715.000,00 
9 Dinas Pekerjaan Umum 860.308.841,75 
10 Dinas Pendidikan 1.928.013.630,00 
11 Dinas Perhubungan, Kominfo 130.000,00 
12 Dinas Perikanan 94.497.000,00 
13 Dinas Pertanian 1.291.626.662,00 
14 Dinas PPKAD 1.357.708.382,57 
15 Dinas PPKAD (iuran wajib BPJS/Askes) 9.546.269.126,00 
16 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan 65.880.400,00 
17 Kantor Lingkungan Hidup 7.466.700,00 
18 
Badan KB dan Pemberdayaan 
Perempuan 
4.806.000,00 
19 Bappeda 440.000,00 
 Jumlah 28.624.667.062,57 
(Sumber LHP BPK atas LKPD Kab. Jeneponto T.A. 2104) 
 
Hasil pemeriksaan atas dokumen penatausahaan Utang Pihak 
Ketiga, permintaanketerangan kepada Kepala Bidang Akuntansi, Kasubag 
Keuangan SKPD dan BendaharaPengeluaran diketahui bahwa utang 
pihak ketiga yang disajikan di Neraca per 31Desember 2014 tidak dapat 
ditelusuri, dengan permasalahan sebagai berikut.34 
1) Pada tujuh SKPD terdapat Utang Pihak Ketiga yang tidak diketahui 
pihak penagihnya dan/atau peruntukkan kegiatannya yang harus 
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dibayarkan. Atas nilai tersebut tidak dapat ditelusuri dan diyakini 
ketertagihannya. nilai utang tersebut untuk periode tahun 2011 
sampai dengan 2014 total sebesar Rp.771.753.779,57. 
2) Pemkab Jeneponto dan terhadap pelaksanaan kegiatan belanja 
rutin yang dilaksanakanSKPD/unit kerja terkait. Secara substansi 
pencatatan utang tersebut bukan kepadapihak ketiga tetapi kepada 
intern Pemkab Jeneponto. Atas nilai tersebut juga tidakpernah 
dilakukan inventarisasi dan verifikasi mengenai kelayakan dan hak 
tagihnya.Tidak tersedia dokumen yang valid atas pengakuan Utang 
tersebut. Total nilai Utangtersebut adalah sebesar Rp. 
2.413.288.078,25 
3) Keseluruhan penyajian utang pihak ketiga tidak didukung dengan 
dokumen sumberyang memadai dan valid serta tidak dapat 
diverifikasi. Tim Pemeriksa BPK telahmenyampaikan konfirmasi 
kepada pihak ketiga secara uji petik, dari hasil konfirmasitersebut 
diperoleh data yang berbeda dengan penyajian di Neraca dan 
rincian utangpihak ketiga. Sehingga penyajian di neraca tersebut 
tidak mencerminkan kewajibanyang masih harus dibayarkan oleh 
Pemkab Jeneponto. 
Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam LHP BPK Perwakilan 
Provinsi SulawesiSelatan Nomor: 38.A/LHP/XIX.MKS/06/2012 tanggal 1 
Juni 2012 dan LHP BPKPerwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
34b/LHP/XIX.MKS/05/2013 tanggal 2Mei 2013 bahwa terdapat 
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penghapusan utang oleh Pemkab Jeneponto sebesarRp. 
20.205.043.565,21, rekomendasi atas kondisi tersebut yaitu melakukan 
evaluasikembali nilai kewajiban sejak TA 2007 sampai dengan 2011. Atas 
penghapusan tersebutberdasarkan keterangan Kepala Bidang Akuntansi 
diketahui bahwa Pemkab Jenepontomasih dalam proses evaluasi dan 
konfirmasi. Namun permintaan keterangan secara ujipetik kepada 
Kasubag Keuangan SKPD diketahui bahwa belum pernah ada konfirmasi 
utang pihak ketiga.35 
 Kondisi tersebut tidak sesuai dengan36 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Lampiran II PSAP09 Akuntansi Kewajiban yaitu : 
1) Paragraf 18 yang menyatakan bahwa “Pelaporan keuangan untuk 
tujuan umum harusmenyajikan kewajiban yang diakui jika besar 
kemungkinan bahwa pengeluaran sumberdaya ekonomi akan 
dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajibanyang 
ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut 
mempunyai nilaipenyelesaian yang dapat diukur dengan andal”; 
2) Paragraf 21 yang menyatakan bahwa “Kewajiban diakui pada saat 
dana pinjamanditerima dan/atau pada saat kewajiban timbul”; 
3) Paragraf 84 yang menyatakan bahwa “Utang pemerintah harus 
diungkapkan secararinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk 
memberikan informasiyang lebih baikkepada pemakainya.” 
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 Kondisi tersebut mengakibatkan:37 
Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 28.624.667.062,57 tidak dapat 
diyakini kewajarannya. 
 
b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemkab Jeneponto tidak Berdasarkan 
Laporan Keuangan Konsolidasian. 
Pemkab Jeneponto menyusun Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 yang terdiri dari Neraca, 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LaporanArus Kas (LAK) dan Catatan 
atas Laporan Keuangan (CALK) yang telah disampaikankepada BPK 
pada Tanggal 15 Mei 2015.Hasil pemeriksaan terhadap proses 
penyusunan LKPD Pemkab Jenepontomenunjukkan bahwa proses 
penyusunan laporan keuangan tidak berdasarkan laporan keuangan 
konsolidasian. Dalam rangka penyusunan LKPD Pemkab Jeneponto 
Tahun Anggaran 2014, Bupati Jenepontotelah menerbitkan surat Nomor 
01/DPPKAD-AK/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 danNomor 002/DPPKAD-
AK/I/2015 Tanggal 20 Januari 2015 yang menginstruksikan KepalaSatuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan data keuangan 
SKPD yangantara lain terdiri dari LRA, Neraca dan dokumen lainnya. 
Selain itu, Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) juga telah menyuratipara Kepala SKPD melalui surat 
Nomor 06/DPPKAD-AK/III/2015 tanggal 23 Maret2015 yang antara lain 
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meminta Kepala SKPD agar memerintahkan PPK-SKPD danBendahara 
Pengeluaran untuk menyampaikan Laporan Keuangan SKPD kepada 
BidangAkuntansi DPPKAD.Menindaklanjuti instruksi tersebut, SKPD 
melaporkan Laporan Keuangan tahun anggaran 2014kepada DPPKAD 
yang ditujukan sebagai bahan penyusunan LKPD Kabupaten 
Jenepontooleh Seksi Penyusunan Laporan Keuangan.38 
Atas Laporan Keuangan TA 2014 yang disusun oleh masing-
masing SKPD,Inspektorat Kabupaten Jeneponto melakukan reviu dengan 
tujuan untuk menilaikesesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) atas Neraca, LRAdan CALK atas Laporan Keuangan 
SKPD. Reviu atas Laporan Keuangan SKPDdilaksanakan pada Tanggal 2 
sampai dengan Tanggal 20 Maret 2015.39 
Berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) Inspektorat Kabupaten 
Jeneponto Nomor770/114/V/2015 tanggal 5 Mei 2015, diketahui bahwa 
Inspektorat Kabupaten Jenepontotidak dapat melakukan review atas 
Laporan Keuangan 15 SKPD karena SKPD tersebutbelum membuat 
Laporan Keuangan. Adapun SKPD tersebut adalah Dinas 
PekerjaanUmum (PU), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
(Koperasi dan UMKM),Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas 
Pertanian, Dinas Kependudukan dan CatatanSipil, Dinas Tata Ruang dan 
Kebersihan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD), Badan 
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh, Badan 
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PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Lingkungan 
Hidup, RSUD Lanto Dg Pasewang,Kecamatan Kelara, Kecamatan 
Arungkeke, dan Kecamatan Tarowang.40 
Keterangan dari Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan pada 
BidangAkuntansi di DPPKAD menunjukkan bahwa dari 15 SKPD tersebut, 
empat diantaranyamenyampaikan Laporan Keuangan dan telah dikoreksi 
oleh Seksi Penyusunan LaporanKeuangan namun SKPD yang 
bersangkutan tidak menyampaikan kembali LaporanKeuangan SKPD 
setelah koreksi. SKPD tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 
Kependudukandan Catatan Sipil, BPBD, dan Kecamatan Arungkeke. Ke 
empat SKPD tersebut barumenyerahkan kembali Laporan Keuangan 
SKPD yang telah diperbaiki kepada SeksiPenyusunan Laporan Keuangan 
antara Tanggal 8 sampai dengan Tanggal 12 Juni 2015.41 
Keterangan lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan 
pemeriksaan berakhir,empat SKPD tidak menyampaikan Laporan 
Keuangan SKPD yaitu Badan Ketahanan Pangan, RSUD Lanto Dg 
Pasewang, Kecamatan Kelara dan Kecamatan Tarowang.Dengan 
demikian, LKPD Kabupaten Jeneponto TA 2014 belum didasarkan 
padakonsolidasi atas Laporan Keuangan SKPD. 
Kepala DPPKAD menyatakan bahwa dalam penyusunan LKPD 
Tahun Anggaran 2014 KabupatenJeneponto telah menerbitkan beberapa 
surat permintaan dokumen terkait bahanpenyusunan Laporan Keuangan 
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kepada masing-masing SKPD. Namun sampai denganberakhirnya 
penyusunan Laporan Keuangan masih terdapat beberapa SKPD yang 
belummenyerahkan Laporan Keuangan sehingga data keuangan SKPD 
tersebut disajikan dalamLaporan Keuangan Kabupaten berdasarkan dari 
Realisasi SPJ Fungsional per 31Desember 2014. 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:42 
1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
AkuntansiPemerintahan yaitu: 
a) Paragraf 2 menyatakan bahwa, Laporan keuangan untuk tujuan 
umum dari unitpemerintahan yang ditetapkan sebagai entitas 
pelaporan disajikan secaraterkonsolidasi menurut Pernyataan 
Standar ini agar mencerminkan satu kesatuanentitas; 
b) Paragraf 7 menyatakan bahwa, Laporan keuangan konsolidasian 
disajikan untukperiode pelaporan yang sama dengan periode 
pelaporan keuangan entitas pelaporandan berisi jumlah komparatif 
dengan periode sebelumnya; 
c) Paragraf 18 menyatakan bahwa, entitas pelaporan menyusun 
laporan keuangandengan menggabungkan laporan keuangan 
seluruh entitas akuntansi yang secaraorganisatoris berada di 
bawahnya. 
2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 
2006 sebagaimanaterakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 
                                                          
 42Ibid., Hlm. 3 
50 
Tahun 2011 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah yang 
menyatakan bahwa: 
a) Pasal 294 yaituAyat (1) yang menyatakan bahwa PPK-SKPD 
menyiapkan laporan keuanganSKPD tahun anggaran berkenaan 
dan disampaikan kepada kepala SKPD untukditetapkan sebagai 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD. Ayat 
(2) yang menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar 
penyusunan laporankeuangan pemerintah daerah. 
b) Pasal 295 Ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan keuangan 
SKPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 294 ayat (1) 
disampaikan kepada kepala daerah melaluiPPKD paling lambat 2 
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) yang 
menyatakan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksudpada 
ayat (1) disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil 
pelaksanaananggaran yang berada di SKPD yang menjadi 
tanggungjawabnya. Ayat (4) yang menyatakan bahwa Laporan 
keuangan SKPD sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) dilampiri 
dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwapengelolaan APBD 
yang menjadi tanggungjawabnya telah 
diselenggarakanberdasarkan sistem pengendalian intern yang 
memadai dan standar akuntansipemerintahan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
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2. Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Terhadap 
Kecukupan Pengungkapan. 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dituangkan 
dalam buku I laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 
32A/LHP/XIX.MKS/06/2015 dan Buku II laporan hasil pemeriksaan atas 
sistem pengendalian internal pemerintah Nomor 
32B/LHP/XIX.MKS/06/2015, serta buku III laporan hasil pemeriksaan atas 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 
32C/LHP/XIX.MKS/06/2015 memuat beberapa temuan yaitu terdapat 
penerima bantuan keuangan alokasi dana desa yang belum 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar 
Rp.995.350.000,00 
Pada tahun angggaran 2014, Pemkab Jeneponto menganggarkan 
Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)kepada 82 desa se-Kabupaten 
Jeneponto sebesar Rp.9.000.000.000,00 berdasarkan SK 
BupatiJeneponto Nomor 61 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014 tentang 
Penetapan BantuanKeuangan kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten 
Jeneponto. Penyaluran dana BantuanKeuangan berupa ADD dilakukan 
dengan dua tahap. Tahap pertama dibayarkan pada bulanJuni 2014 
sebesar Rp.4.500.000.000,00 dan telah dipertanggungjawabkan oleh 
masing-masingdesa antara bulan September sampai dengan November 
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2014, sedangkan tahap kedua dibayarkansetelah laporan 
pertanggungjawaban tahap pertama diserahkan ke DPPKAD. 
Pembayaran dana bantuan ADD diserahkan oleh Bendahara 
Bantuan Keuangan padaDPPKAD secara tunai ke masing-masing Kepala 
Desa. Berdasarkan penjelasan BendaharaPos Bantuan diketahui bahwa 
pemberian dana ADD realisasi pembayarannya dilakukansecara tunai 
karena para Kepala Desa tidak memiliki rekening di bank sehingga tidak 
dapatdilakukan pembayaran secara transfer.Hasil pemeriksaan secara uji 
petik atas pertanggungjawaban belanja ADD kepada 82 Desa 
menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD untuk 
tahap keduasebesar Rp.4.500.000.000,00 telah dipertanggungjawabkan 
senilai Rp.3.504.650.000,00 oleh64 penerima ADD. Dengan demikian 
masih terdapat 18 penerima ADD senilaiRp.995.350.000,00 yang belum 
menyerahkan LPJ kepada BPMPD dan tembusan keDPPKAD.43 
Hasil konfirmasi secara uji petik dengan beberapa Kepala Desa 
diperoleh keteranganbahwa bukti-bukti pertanggungjawaban sudah ada 
namun belum disusun dan dijilid dalambentuk laporan 
pertanggungjawaban, sehingga belum disampaikan ke BPMPD 
danditembuskan kepada DPPKAD.Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, 
diketahui bahwa Perbup Kabupaten JenepontoNomor 06.a Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban BelanjaHibah, 
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga tidak 
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mengaturmengenai prosedur pemberian dan pertanggungjawaban Belanja 
Bantuan Keuangankhususnya dana ADD.44 
Atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
dana ADD, DPPKADtelah memperingatkan para penerima dana ADD 
dengan surat Nomor 390/DPPKAD/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan 
Nomor 184/DPPK-AD/VI/2015 tanggal 01 Juni2015 perihal Permintaan 
Penyampaian SPJ Tahun Anggaran 2014 yang ditujukan kepada 
penerima danabantuan keuangan untuk segera menyerahkan SPJ kepada 
BPMD tembusan kepadaDPPKAD dalam batas waktu tanggal 10 Juni 
2014. Namun sampai berakhir pemeriksaantanggal 16 Juni 2015, para 
penerima dana ADD belum menyampaikan 
laporanpertanggungjawabannya.45 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:46 
a. Pasal 133 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir 
diubah dengan PermendagriNomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah: 
1) Ayat (2), yang menyatakan bahwa “Penerima subsidi, hibah, 
bantuan sosial, danbantuan keuangan bertanggung jawab atas 
penggunaan uang/barang dan/atau jasa yangditerimanya dan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengunaannya 
kepada kepala daerah”; 
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2) Ayat (3), yang menyatakan bahwa “Tata cara pemberian dan 
pertanggungjawabansubsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan 
keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dalam 
peraturan kepala daerah”. 
b. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa yaitu: 
1) Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Bendahara desa 
wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi 
tanggungjawabnyamelaporkan pertanggungjawaban pengeluaran 
kepada kepala desa paling lambattanggal 10 bulan berikutnya”; 
2) Pasal 21 yang menyatakan bahwa “Mekanisme pencairan dana 
antara lain menyebutkan Point(2) Pemerintah desa membuka 
rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala 
desa”. 
3) Pasal 14 point (4) jangka waktu penyampaian sebagaimana 
dimaksud ayat (2) antara lainmenyebutkan bahwa 
pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) 
bulansetelah tahun anggaran berakhir. 
c. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 06.a Tahun 2011 
tanggal 26 September2011 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Belanja Hibah, BatuanSosial, Bantuan 
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, Bab I Ketentuan Umum Pasal 
1 Angka 20 menyatakan transfer ke penerima hibah/bantuan adalah 
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dana yang bersumber dariAPBD yang dialokasikan untuk 
hibah/bantuan kepada penerima hibah/bantuan. 
Kondisi tersebut mengakibatkan: 
a) Pemberian bantuan ADD yang belum dipertanggungjawabkan senilai 
Rp.995.350.000,00belum dapat diketahui kesesuaian 
penggunaannya; 
b) Terbukanya peluang penyalahgunaan bantuan Alokasi Dana Desa 
yang dibayarkan secaratunai. 
 
3. Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan 
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dituangkan 
dalam buku I laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 
32A/LHP/XIX.MKS/06/2015 dan Buku II laporan hasil pemeriksaan atas 
sistem pengendalian internal pemerintah Nomor 
32B/LHP/XIX.MKS/06/2015, serta buku III laporan hasil pemeriksaan atas 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 




a. Bendahara Pos Bantuan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
dan AsetDaerah (DPPKAD) Terlambat Menyetorkan Sisa Kas ke Kas 
Daerah 
 Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan diketahui bahwa 
saldo Kas di Bendahara Pos Bantuan DPPKAD per 31 Desember 2014 
adalah sebesar Rp. 241.762.632,00. Pada TA 2014 terdapat 43 kali 
pelunasan Surat Perintah Pencairn Dana pada Bendahara pos bantuan 
DPKAD dengan nilai total sebesar Rp.19.499.122.499,00.47 
Berdasarkan hasil analisis atas dokumen penatausahaan 
BendaharaPengeluaran Pos Bantuan berupa BKU dan SPJ Fungsional 
diketahui bahwasampai dengan 31 Desember 2014 masih terdapat saldo 
Kas di BendaharaPengeluaran sebesar Rp.241.762.632,00. Pemeriksaan 
kas pada tanggal 5 Juni2015 memperlihatkan bahwa masih terdapat sisa 
kas yang belum disetor olehBendahara Pos Bantuan dengan nilai sebesar 
Rp.57.098.976. Atas sisa Kas Bendahara Pos Bantuan menyatakan 
bahwa uang sebesar Rp.57.098.976,00 dipinjamkan kepada pihak lain 
yang tidak dibuatkan buktipeminjaman dan tidak dapat ditunjukkan kepada 
tim pemeriksa BPK pada saatpemeriksaan kas.48 
Sisa kas sebesar Rp.57.098.976,00 tersebut kemudian telah disetor 
oleh Bendahara Pos Bantuan ke rekening Kas Daerah dengan surat tanda 
setoran dan slip setorantanggal 12 Juni 2015. 
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Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:49 
1. Pasal21Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara Ayat (3) menyatakan bahwa “Bendahara 
dikelolanya setelahmeneliti kelengkapan perintah pembayaran yang 
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran;menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 
dalam perintah pembayaran;menguji ketersediaan dana yang 
bersangkutan”. Ayat (4) menyatakan bahwa “Bendahara 
Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratanpada ayat 
(3) tidak dipenuhi”. Ayat (5) menyatakan bahwa "Bendahara 
Pengeluaran bertanggung jawab secarapribadi atas pembayaran 
yang dilaksanakannya”; 
2. Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan UangNegara/Daerah Ayat (3) yang menyatakan bahwa 
“penunjukan Bank Umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dimuat dalam perjanjian antara BendaharaUmum Daerah dengan 
Bank Umum yang bersangkutan”; 
3. Pasal 220Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 
Tahun 2006 sebagaimanaterakhir diubah dengan Permendagri 
Nomor 21 tahun 2011 tentang PedomanPengelolaan Keuangan 
Daerah Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bendahara Pengeluaran 
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secara administratifwajib mempertanggungjawabkan penggunaan 
uang persediaan/ganti uangpersediaan/tambah uang persediaan 
kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPDpaling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya”. Ayat (10) yang menyatakan bahwa “Bendahara 
Pengeluaran pada SKPD wajibmempertanggungjawabkan secara 
fungsional atas pengelolaan uang yang menjaditanggung jawabnya 
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabanpengeluaran 
kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 
bulanberikutnya”. 
Kondisi tersebut mengakibatkan Pemkab Jeneponto tidak dapat 
memanfaatkandana Kas Daerah yang terlambat dipertanggungjawabkan 
dan dikembalikan ke KasDaerah. 
Kondisi tersebut disebabkan: 
a. Pengguna Anggaran DPPKAD lalai dalam melakukan pengawasan 
kepada Bendahara Pengeluaran danBendahara Pos Bantuan 
DPPKAD; 
b. Bendahara Pos Bantuan DPPKAD yang bertindak tidak sesuai 
ketentuan, yaitu: 
1) Lalai dalam mengelola uang panjar yang diberikan kepada PPTK; 
2) Tidak tertib dalam melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan 
kas; 
3) Tidak mempertanggungjawabkan sisa kas dalam pengelolaannya 
sesuai denganketentuan. 
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b. Terdapat Penerima Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Yang 
Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Dana Sebesar Rp.995.350.000,00 
Pada Tahun Anggran 2014, Pemkab Jeneponto menganggarkan 
Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)kepada 82 desa se-Kabupaten 
Jeneponto sebesar Rp.9.000.000.000,00 berdasarkan SK 
BupatiJeneponto Nomor 61 Tahun 2014 tanggal 2 April 2014 tentang 
Penetapan BantuanKeuangan kepada Pemerintahan Desa se-Kabupaten 
Jeneponto. Penyaluran dana bantuankeuangan berupa ADD dilakukan 
dengan dua tahap. Tahap pertama dibayarkan pada bulanJuni 2014 
sebesar Rp.4.500.000.000,00 dan telah dipertanggungjawabkan oleh 
masing-masing desa antara bulan September sampai dengan November 
2014, sedangkan tahap kedua dibayarkansetelah laporan 
pertanggungjawaban tahap pertama diserahkan ke DPPKAD.50 
Pembayaran dana bantuan ADD diserahkan oleh Bendahara 
Bantuan Keuangan padaDPPKAD secara tunai ke masing-masing Kepala 
Desa. Berdasarkan penjelasan BendaharaPos Bantuan diketahui bahwa 
pemberian dana ADD realisasi pembayarannya dilakukansecara tunai 
karena para Kepala Desa tidak memiliki rekening di bank sehingga tidak 
dapatdilakukan pembayaran secara transfer.Hasil pemeriksaan secara uji 
petik atas pertanggungjawaban belanja ADD kepada 82 Desa 
menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD untuk 
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tahap keduasebesar Rp.4.500.000.000,00 telah dipertanggungjawabkan 
senilai Rp.3.504.650.000,00 oleh64 penerima ADD. Dengan demikian 
masih terdapat 18 penerima ADD senilaiRp.995.350.000,00 yang belum 
menyerahkan LPJ kepada BPMPD dan tembusan keDPPKAD.51 
Hasil konfirmasi secara uji petik dengan beberapa Kepala Desa 
diperoleh keteranganbahwa bukti-bukti pertanggungjawaban sudah ada 
namun belum disusun dan dijilid dalambentuk laporan 
pertanggungjawaban, sehingga belum disampaikan ke BPMPD 
danditembuskan kepada DPPKAD.Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, 
diketahui bahwa Perbup Kabupaten JenepontoNomor 06.a Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban BelanjaHibah, 
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga tidak 
mengaturmengenai prosedur pemberian dan pertanggungjawaban belanja 
bantuan keuangankhususnya dana ADD. 
Atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
dana ADD, DPPKADtelah memperingatkan para penerima dana ADD 
dengan surat Nomor 390/DPPKAD/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 dan 
Nomor 184/DPPK-AD/VI/2015 tanggal 01 Juni2015 perihal Permintaan 
Penyampaian SPJ TA 2014 yang ditujukan kepada penerima 
danabantuan keuangan untuk segera menyerahkan SPJ kepada BPMD 
tembusan kepadaDPPKAD dalam batas waktu tanggal 10 Juni 2014. 
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Namun sampai berakhir pemeriksaantanggal 16 Juni 2015, para penerima 
dana ADD belum menyampaikan laporanpertanggungjawabannya. 
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:52 
a. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah 
dengan PermendagriNomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 133: 
3) Ayat (2), yang menyatakan bahwa “Penerima subsidi, hibah, 
bantuan sosial, danbantuan keuangan bertanggung jawab atas 
penggunaan uang/barang dan/atau jasa yangditerimanya dan wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengunaannya 
kepada kepala daerah”; 
4) Ayat (3), yang menyatakan bahwa “Tata cara pemberian dan 
pertanggungjawabansubsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dalam 
peraturan kepala daerah”. 
b. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa yaitu: 
1) Pasal 14 ayat point (4) yang menyatakan bahwa “Bendahara desa 
wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi 
tanggungjawabnyamelaporkan pertanggungjawaban pengeluaran 
kepada kepala desa paling lambattanggal 10 bulan berikutnya”; 
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2) Pasal 21 yang menyatakan bahwa “Mekanisme pencairan dana 
antara lain menyebutkan point(2) Pemerintah desa membuka 
rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala 
desa”. 
3) Pasal 14 point (4) jangka waktu penyampaian sebagaimana 
dimaksud ayat (2) antara lain menyebutkan bahwa 
pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 1 (satu) 
bulansetelah tahun anggaran berakhir. 
c. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 06.a Tahun 2011 
tanggal 26 September2011 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Belanja Hibah, BatuanSosial, Bantuan 
Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, Bab I Ketentuan Umum pasal 1 
Angka 20 menyatakan transfer ke penerima hibah/bantuan adalah 
dana yang bersumber dariAPBD yang dialokasikan untuk 
hibah/bantuan kepada penerima hibah/bantuan. 
 
4. Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan 
Efektivitas Pengendalian Internal Pemerintah. 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang dituangkan 
Buku II laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal 
pemerintah Nomor 32B/LHP/XIX.MKS/06/2015 memuat beberapa temuan 
yaitu Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Jeneponto belum optimal.53Hasil review atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dituangkan dalam Laporan 
Hasil Reviu nomor780/117/V/2015 tanggal 7 Mei 2015. LHR tersebut 
antara lain memuat simpulan atas sistem pengendalian internalyang terdiri 
dari investasi permanen, aktiva tetap, pengeluaran kas, dan penerimaan 
kas serta pelaporan. Selain itu, laporan hasil reviu juga menyajikan 
simpulan atas kesesuaian standar akuntansi pemerintahan. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa simpulan yang 
disajikan dalamLHR (Laporan Hasil Reviu) tidak sepenuhnya berdasarkan 
analisa atas bukti maupun dokumen pengelolaankeuangan daerah. Antara 
lain pada simpulan reviu mengenai Aset Tetap, berdasarkanwawancara 
dengan tim reviu Inspektorat diketahui bahwa simpulan tersebut 
diperolehhanya berdasarkan keterangan lisan dari Bidang Aset. Hal ini 
disebabkan tidak semuadokumen disediakan oleh pihak DPPKAD. 
Dengan demikian, laporan hasil reviu tidak didukungdengan kertas kerja 
yang memadai. 
Selain itu, reviu atas LKPD yang dilakukan Inspektorat belum 
sepenuhnya ditindaklanjuti oleh DPPKAD.LHR Nomor 780/117/V/2015 
tanggal 7 Mei 2015 menyajikan permasalahan-permasalahanantara lain 
sebagai berikut. 
a) Format penyajian rekening di Laporan Keuangan (Neraca, LRA 
dan LAK) tidakseluruhnya mengacu kepada SAP, contohnya 
                                                          
 53LHP BPK,Op.Cit., Hlm. 2 
64 
pada LRA masih menampung akunBelanja Bantuan Keuangan 
sedangkan di PP 71 Tahun 2010 sudah tidak ada; 
b) Terdapat penambahan aset pada tanah yang bukan milik Pemda 
sehingga tidak diakuikeabsahannya; 
c) Pos Investasi Permanen berupa penyertaan modal pada PT. 
Bank Sulselbar belumdijelaskan presentase kepemilikan yang 
dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto dan belumdijelaskan metode 
perhitungan/penilaian investasi padahal terdapat laba atas 
investasitersebut. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa atas 
permasalahan-permasalahantersebut belum dilakukan perbaikan pada 
LKPD TA 2014. Hasil wawancara dengan tim reviu Inspektorat 
menunjukkan bahwa LHRdisampaikan ke Ketua Tim Tindak Lanjut, 
DPPKAD, BPK, dan Inspektorat Provinsi.Inspektorat tidak mengetahui 
apakah atas hasil reviu ditindaklanjuti atau tidak olehDPPKAD dalam 
LKPD TA 2014 karena pemantauan tindak lanjut atas hasil 
reviudiserahkan ke Bagian Hukum. 
Mengenai masalah ini peneliti melakukan konfirmasi kepada 
Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto yang mana dalam wawancara 
tersebut mengatakan bahwa:54 
“Pada saat review terhadap bebarapa SKPD memang tidak 
menggunakan kertas kerja reviu dan hanya berdasarkan dengan 
wawancara, ini dikarenakan waktu pelaksaan reviu yang sangat 
singkat karena keterlambatan terbitnya surat tugas. Tim Reviu 
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berpendapat bahwa reviu dilakukan dalam lingkup yang jauh lebih 
sempitdibandingkan dengan lingkup audit sehingga tim reviu tidak 
terlalu jauhmenelusuri/mencari kekurangan data yang didapatkan” 
 
Selain itu peneliti menemukan salah satu penyebab tidak 
optimalnya pengendalian internal pemerintah karena pemeriksaan yang 
dilakukan oleh Inspektorat Daerah selama ini tidak pernah final atau 
mencukupi satu tahun anggaran sampai, rata-rata pemeriksaan 
Inspektorat Daerah hanya sampai bulan September sehingga bulan 
Oktober sampai Desember tidak dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian 
temuan sampai dengan BPK melakukan pemeriksaan. 
Kondisi Tersebut tidak sesuai dengan: 
1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Pasal 15 yaitu Ayat (1) yang menyatakan bahwa “pelaksanaan 
reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat (3) didokumentasikan 
dalam kertas kerja reviu”. Ayat (2) yang menyatakan bahwa “kertas kerja 
reviu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat: a. tujuan reviu; b. 
daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner; dan c. langkah kerja 
prosedur analitis”. Pasal 17 yaitu Ayat (3) yang menyatakan bahwa 
“Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 
kepada Kepala Daerah dalam rangka penandatanganan Pernyataan 
Tanggung Jawab”. Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pernyataan Telah 
Direviu dapat berupa pernyataan dengan Paragraf Penjelas atau tanpa 
Paragraf Penjelas”. Ayat (5) yang menyatakan bahwa “Pernyataan 
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dengan Paragraf Penjelas dibuat dalam hal entitas pelaporan tidak 
melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat 
Provinsi/ Kabupaten/Kota, dan/atau teknik reviu tidak dapat dilaksanakan”. 
Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian LKPD TA 2014 tidak 
menyajikan datasesuai dengan kondisi senyatanya pada seluruh SKPD 
dan tujuan reviu atas LaporanKeuangan tidak tercapai. 
Berdasarkan Catatan-catatan dan dokumen yang tersedia tidak 
memungkinkan BPK untuk melakukan prosedur pemeriksaan yang 
memadai untukmemperoleh keyakinan atas realisasi Belanja Anggaran 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto.Karenapermasalahan yangdiuraikan 
dalam Paragrafdi atas BPK tidak dapat menerapkanprosedur 
pemeriksaan, lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk 
memungkinkanmenyatakan opini, dan BPK menolak memberikan opini 
atas Laporan KeuanganPemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014. 
Meskipun pada kenyataannya opini disclaimer tidak memiliki implikasi 
hukum sehingga dianggap tidak menimbulkan efek jera bagi pemerintah 
daerah. 
 
B. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Untuk Menghindari 
Opini Disclaimer Oleh BPK. 
1. Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Kewajiban Pemerintah 
Daerah Kabupaten Jeneponto Atas Beban Kewajiban Tahun 
Anggaran 2015. 
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Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
keuangan, salah satu temuan yang memengaruhi pemberian opini 
disclaimer terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto 
adalah penatausahaan utang tidak tertib dan tidak menyajikan 
keseluruhan kewajibanyang masih harus dibayarkan Pemkab Jeneponto. 
Maka untuk menindaklanjuti temuan tersebut Bupati Jeneponto 
membentuk tim verifikasi untuk menyelesaikan masalah kewajiban 
Pemkab. Jeneponto. 
Pembentukan tim verifikasi ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati 
Jeneponto Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Verifikasi 
dan Evaluasi Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Atas 
Beban Kewajiban Tahun Anggaran 2015 yang bertujuan untuk melakukan 
verifikasi kewajaran atas besaran penyelesaian pekerjaan Rekanan 
Daerah dalam pelaksanaan pembayaran kewajiban-kewajiban Pemerintah 
Daerah kepada Rekanan Daerah Tahun Anggaran 2015. 
Tim Verifikasi dan Evaluasi Kewajiban Pemerintah Daerah 
Kabupaten Jeneponto mempunyai tugas: 
a. Memverifikasi dan mengevaluasi administrasi dan fisik pekerjaan 
rekanan pada setiap SKPD yang menjadi kewajiban, sesuai 
rekapitulasi daftar kewajiban Pemerintah Daerah yang 
disampaikan oleh Dinas PPKAD; 
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b. Menetapkan besaran kewajiban Pemerintah Kabupaten 
Jeneponto kepada rekanan yang dilaksanakan sampai dengan 
Tahun Anggaran 2015; 
c. Melaporkan hasil pelaksaan tugasnya kepada Bupati Jeneponto 
melalui Dinas PPKAD dan Bagian Administrasi Pembangunan 
Setda Kabupaten Jeneponto. 
Upaya ini sejalan dengan rekomendasi BPK dalam Buku II laporan 
hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal pemerintah 
Kabupaten Jeneponto Nomor 32B/LHP/XIX.MKS/06/ yang 
merekomendasikan agar  Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi 
atas utang pihak ketiga yang disajikan pada neraca maupunyang telah 
dihapuskan secara sepihak. Dengan dibentiknya tim verifikasi ini 
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan mengenai nilai utang atau 
kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pihak ketiga yang menjadi 
temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. 
 
2. Penandatanganan Pakta Integritas Para Kepala Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti, salah 
satu faktor yang menyebabkan buruknya pengelolaan keuangan daerah 
adalah lemahnya ketegasan Pemerintah Kabupaten Jeneponto terhadap 
penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan yang terjadi dalam 
lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna 
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anggaran. Sehingga kinerja pengguna anggaran masih jauh dari harapan. 
Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Jeneponto 
adalah penandatanganan pakta integritas oleh semua Kepala SKPD 
selaku penggunan anggaran untuk bersedia: 
a. menyelesaikan temuan BPK tahun anggaran 2014; 
b. Melakukan inventaris aset daerah yang ada dalam SKPD yang 
kami dipimpin; 
c. Melaporkan perkembangan keuangan setiap tanggal 10 bulan 
berjalan; 
d. Bersedia diberhentikan dari jabatan apabila dalam pemeriksaan 
BPK SKPD yang dipimpinnya mengakibatkan Pemerintah Kab. 
Jeneponto tidak mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau 
wajar dengan pengecualian. 
Langkah ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Bupati Jeneponto agar para kepala SKPD berkomitmen untuk 
menyelesaikan permasalahan keuangan yang ada dilingkup SKPD yang 
dipimpinnya. Menurut Kepala Bagian Hukum Kab. Jeneponto H. Maskur, 
S.Ag., M.H.:55 
“Langkah ini merupakan langkah tegas pemerintah sebab, selama 
ini permasalahan keuangan terjadi karena lemahnya para Kepala 
SKPD melakukan pengelolaan keuangan dalam SKPD yang 
dipimpinnya”.  
 
                                                          
 55Wawancara dengan Kabag Hukum Pemda Kab. Jeneponto H. Maskur, S.Ag., M.H.  
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Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Inspektorat Daerah Kab. 
Jeneponto Yusuf Pakhihi, S.H., M.AP. mengatakan bahwa:56 
“Selama ini Bupati telah beberapa kali menyampaikan kepada para 
Kepala SKPD untuk lebih menaati aturan dan berkomitmen untuk 
mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan akan tetapi 
para kepala SKPD terkesan tidak mengindahkan penyampaian 
tersebut sehingga langkah tegas ini berupa penandatanganan 
pakta integritas diharapkan menjadi cambuk bagi kepala SKPD 
untuk bekerja keras agar laporan keuangan Pemkab. Jeneponto 
bisa mendapat opini WDP bahkan WTP". 
 
Penandatanganan pakta intergritas ini merupakan wujud usaha 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan 
pengelolan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Pasal 4 
Ayat (1) , (2), dan (3)yang berbunyi: 
“(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, 
kepatutan,dan manfaat untuk masyarakat. 
(2)Secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah 
bahwa keuangan daerah dikelolasecara tepat waktu dan tepat guna 
yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang 
dapatdipertanggungjawabkan.” 
(3)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan 
daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” 
 
Oleh karena itu, dengan adanya pakta integritas ini diharapkan para 
pengguna keuangan daerah dapat mengelolah keuangan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat 
mengantar LKPD Kab. Jeneponto keluar dari opini disclaimer oleh BPK. 
                                                          






3. Peningkatan sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal Oleh 
Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto. 
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK dan data yang 
diperoleh bahwa pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Jeneponto 
belum optimal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kemampuan 
pendanaan, sarana dan prasarana yang masih terbatas, kuantitas dan 
kualitas SDM pengawasan yang harus terus ditingkatkan. Selain itu, 
komitmen pelaksanaan tindak lanjut oleh SKPD atau obyek pemeriksaan 
terhadap temuan hasil pengawasan masih rendah Inspektorat diwaktu 
yang akan datang. 
Di sisi lain, Inspektorat Kabupaten Jeneponto memiliki berbagai 
peluang yang dapat menunjang pengembangan pelayanan. Peluang-
peluang dimaksud, antara lain adanya kebijakan yang menjadikan 
pengawasan sebagai salah satu kegiatan yang harus disukseskanuntuk 
mewujudkan itu Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto melakukan 
inovasi dalam meningkatkan pengendalian internal pemerintah melalui 
program peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal oleh 
Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto yang diwujudkan dalam 
kegiatan pemeriksaan realisasi keuangan dan fisik. Kegiatan ini 
merupakan pemeriksaan yang menfokuskan terhadap pengelolaann 
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keuangan dan realisasi fisik yang dilaksanakan oleh semua SKPD yang 
ada di Kabupaten Jeneponto.57 
Menurut Inspektur Kabupaten Jeneponto bahwa kegiatan 
pemeriksaan realisasi fisik dan keuangan ini merupakan kegiatan yang 
pertama kali dilakukan ditahun 2016 untuk meningkatkan pengendalian 
internal pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan. Kegiatan ini 
didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah 
Kabupaten Jeneponto.58 
“kegiatan realisasi fisik dan keuangan ini bertujuan untuk 
mengetahui realisasi semua proses kegiatan SKPD yang 
menggunakan APBN dan APBD. Sehingga, dari kegiatan ini dapat 
diketahui kekurangan-kekurangan yang terdapat dari setiap SKPD 
sehingga dapat diperbaiki sebelum BPK masuk melakukan 
pemeriksaan”. 
 
Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui kelemahan atau 
kekurangan dari pelaksanaan kegiatan dari setiap instansi daerah yang 
menggunakan APBN atau APBD sehingga dapat diselesaikan sebelum 
BPK melakukan pemeriksaan yang akan menimbulkan temuan-temuan 
yang memengaruhi pemberian opini.  
Kegiatan ini merupakan  bagian dari peningkatan sistem 
pengawasan dan pengendalian internal oleh Inspektorat Daerah 
Kabupaten Jeneponto. Sebab, Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto 
merupakan instansi perwujudan dari sistem pengendalian internal 
pemerintah yang memiliki peranan penting untuk mengangkat derajat 
                                                          
 57Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 
 58Wawancara dengan Kepala Inspektorat Daerah Kab. Jeneponto Yusuf Pakhihi, S.H., 
M.AP. 
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kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto khususnya dalam 
pengelolaan keuangan daerah. 
Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Internal pada bagian penjelasan yang 
menjelaskan bahwa Undang-undang di bidang keuangan negara 
membawa implikasi perlunya sistempengelolaan keuangan negara yang 
lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapatdicapai jika seluruh 
tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
ataskeseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian 
makapenyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai 
dari perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 
pertanggungjawaban, harus dilaksanakansecara tertib, terkendali, serta 
efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yangdapat memberi 
keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatuInstansi 
Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, 
melaporkanpengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan 
aset negara, danmendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. 
 
4. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui Majelis 
Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR). 
Majelis Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi adalah para pejabat ex 
officio yang ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian 
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tuntutan ganti kerugian daerah menurut Pasal 1 huruf O Peraturan Daerah 
Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tuntutan Ganti 
Kerugian Daerah yang memiliki fungsi untuk memberikan pertimbangan 
mengenai tuntutan ganti kerugian daerah yang disebabkan perbuatan 
melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban atau tidak 
melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga daerah 
menderita kerugian. 
Didalam hal menindaklanjuti temuan BPK, MPTGR Pemkab 
Jeneponto telah melakukan sidang untuk menyelesaikan tuntutan ganti 
kerugian daerah yang timbul. Hasil sidang dari MPTGR adalah 
memberikan surat keterangan tanggung jawab mutlak yang merupakan 
pernyataan pertanggung jawaban pegawai untuk mengembalikan 
kerugian daerah. 
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(Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto) 
 
Kepala Bagian Hukum Kabupaten Jeneponto dalam wawancara 
dengan penulis menyatakan:59 
“MPTGR ini memiliki fungsi untuk menyelesaikan temuan-temuan 
yang menimbulkan kerugian daerah, dan sidang MPTGR ini sangat 
efektif karena telah berhasil mengembalikan kerugian daerah 
beberapa milyar rupiah sebab dalam sidang MPTGR, jika pegawai 
atau pejabat yang menimbulkan kerugian daerah akan diberikan 
SKTJM dan apabila tidak dapat dipenuhi akan diberikan SK 
Pembebanan dan jika SK Pembebanan tidak di indahkan maka 
dilimpahkan ke pihak kepolisian atau kejaksaan.” 
 
Sementara Inspektur Kabupaten Jeneponto menyatakan dalam 
wawancara dengan penulis:60 
                                                          
 59Wawancara dengan Kepala Inspektorat Daerah Kab. Jeneponto Yusuf Pakhihi, S.H., 
M.AP. 
 60Wawancara dengan Kepala Inspektorat Daerah Kab. Jeneponto Yusuf Pakhihi, S.H., 
M.AP. 
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“sidang MPTGR ini sementara dilaksanakan dan telah 
menyelesaikan temuan kurang lebih 400 temuan dari keseluruhan 
771 temuan. Selain untuk memaksimalkan fungsi MPTGR maka 
setiap ada temuan didalm LHP BPK maka akan langsung 
ditindaklanjuti melalui sidang MPTGR.” 
 
Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran dari 
Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian ini sangatlah penting untuk 
menyelesaikan temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan serta 
mengembalikan kerugian daerah yang timbul dari temuan tersebut. Upaya 
ini sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang bertujuan mewujudkan kelancaran 
penyelesaian kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum 
dan/atau kelalaian seseorang. 
. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jeneponto berusaha 
mengoptimalkan peranan dari MPTGR ini agar dapat membebaskan 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto dari Opini disclaimer oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 
 
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengelola Keuangan 
Daerah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). 
Salah satu faktor yang menyebabkan buruknya pelaporan keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto adalah rendahnya kualitas 
sumberdaya manusia aparatur yang menjalankankan teknis pengelolaan 
keuangan daerah, seperti kurangnya pemahaman aparatur untuk 
melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga 
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menimbulkan kerancauan dan ketidaktertiban administrasi. Oleh karena 
itu, untuk mengatasi masalah tersebutPemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto berupayameningkatkan kemampuan aparaturnya dengan 
memberikan pendidikan dan pelatihan  kepada pegawai pemerintah, 
bendahara maupun operator teknis pelaksana kegiatan.  Salah satu 
bentuk diklat yang diadakan adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto 
bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) Provinsi Sulsel menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. 
Pendidkan dan pelatihan yang diikuti pegawai dari SKPD Pemkab 
Jeneponto ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam sistem 
pengelolaan keuangan daerah agar bisa keluar dari opini disklaimer yang 
selama ini menjadi predikat buruk bagi Pemkab Jeneponto. 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(PPKAD) Jeneponto, Basir Bohari mengatakan:61 
“Bahwa para peserta terdiri dari pegawai keuangan, bendahara dan 
operator komputer.Adapun materi dari diklat yang diajarkan, yakni 
penerapan SAP berbasis aktual yang sesuai Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 71 tahun 2010 dan Permendagri No 64. Tahun 2013. 
Diklat diterapkan pada sistem penganggaran, penatausahaan 
hingga pelaporan yang baik dan benar.” 
 
 Pelaksanaan bimbingan teknis ini merupakan upaya Pemerintah 
Daerah untuk mewujudkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 71 
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan 
prinsip-prinsip akuntansi yangditerapkan dalam menyusun dan menyajikan 
                                                          
 61Wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(PPKAD) Jeneponto Basir Bohari. 
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laporankeuangan pemerintah. Sehingga dengan adanya diklat ini 
diharapkan mampu meningkatkan kemampuan aparatur dalam 
pengelolaan keuangan daerah khususnya mengenai penyusunan laporan 
keuangan daerah. Sehingga kedepannya Jeneponto bisa terlepas dari 
opini disklaimer. 
Berdasarkan upaya-upaya yang diperoleh penulis di atas maka 
diharapkan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto bisa semakin lebih baik lagi dan mendapat opini yang baik dari 
Badan Pemeriksa Keuangan. Selain itu, upaya-upaya tersebut merupakan 
rangkaian kegiatan pemerintah untuk mewujudkan salah satu misi 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto yaitu mewujudkan tata kelola keuangan 







1. Tingkat kewajaran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten Jenepontoh tidak dapat diyakini kewajarannya oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak memenuhi standar akuntansi 
pemerintahan, tidak memuat kecukupan pengungkapan, tidak 
mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis 
lainnya, serta efektivitas pengendalian internal pemerintah tidak 
terwujud.  
2. Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah melakukan upaya untuk 
menghindari opini disclaimer oleh BPK. Upaya-upaya yang dilakukan 
seperti pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Kewajiban 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, penandatanganan pakta 
integritas oleh semua Kepala SKPD selaku penggunan anggaran 
untuk bersedia untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dalam 
lingkup SKPD,peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian 
internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Jeneponto, penyelesaian 
tuntutan ganti kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan 
Ganti Rugi (MPTGR), dan peningkatan kemampuan sumberdaya 
manusia aparatur pengelola keuangan daerah melalui pendidikan dan 
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pelatihan (diklat). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Jeneponto ini diharapkan mampu membawa LKPD 
Kabupaten Jeneponto keluar dari opini disclaimer menuju opini wajar 
tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian. 
  
B. Saran 
1. Agar hendaknya pengelolaan keuangan daerah khususnya 
pertanggungjawaban keuangan daerah yang diwujudkan dalam 
laporan keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti ketentuan-
ketentuan dan petunjuk teknis yang berlaku agar memenuhi tingkat 
kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi 
pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal. 
Selain itu agar hendaknya ada perbedaan implikasi antara opini tidak 
wajar dan opini disclaimer agar dapat menimbulkan kejelasan implikasi 
dari opini tersebut serta menimbulkan efek jera bagi pemerintah. 
2. Agar upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Jeneponto untuk menghindari opini disclaimer harus ditingkatkan 
secara efektif baik itu dari segi perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan. Penguatan sumber daya manusia aparatur dalam 
pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan daerah juga harus 
ditingkatkan agar dalam hal penyajian laporan keuangan dapat sesuai 
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dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai tingkat  kewajaran 
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